Ji Laowo Km 2.5 Dasa Dehana Tabaloho Kec.

PEMERINTAH KOTA GUNU
DINAS PENDIDIKAN

ermail sekretariat_disdikgusit@yahoo com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR 400.3 - V§20 TAHUN 2025
TENTANCG

JZIN OPERASIONAL UPTD SMP NEGERI 5 GUNUNGSITOLI IDANOI

Menimbang

Mengingat

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI,

hahwa berdasarkan Pasal 2 ayal (1) Peraluran Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014,
pendman dan perubahan satuan pendidikan dasar dan
menengah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah
Daerah atau Masyarakat; -
bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikar
Fermal pada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli
sebagaimana diatur pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan
Kota Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018, terdinl dar
UPTD TK, UPTD SD dan UPTD SMP;
bahwa dalam Pengelolaan dan Penyelenggarm
Pendidikan UPTD SMP NEGERI 5 GUNUNGSITOLI IE
Kecamatan Gunungsitoli Idanoi perlu adanya
operasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, periu me
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gt
tentang lzin Operasional UPTD SMP
GUNUNGSITOLI IDANOI Kecamatan Gunungsil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Le
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tenatang
Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Su
Utara (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
No‘mor 184, Tambahan Lembaran Negara Repl
Indonesia Nomor 493 1);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ~Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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Peraturan P'emerintah Nomor 17 R
Pengelolann dan Penyelenggaraan Fendl
Negnrn  Republile Indonesia  Tahun 2(
Tambahan Lembaran Negara Republike Indonesia
5106)  sehagnimana  telah diubah dengan  Peraturan
Pemetininh Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 T&hm‘l 2010 tentang
Pengeloloan don Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran
Negarn  Republik Indonesia Tahun 2010 Nor_mnr 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5167);

Perm)umn Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lem‘baran
Negara Republik Indonesin Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
pemerintah  Nomor 57 Tahun 2021 fentang Standar
Nasional  Pendidikan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6762); -
Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
tentang  Pembentukan  Produk  Hukum
sebagaimana diubah dengan Peraturan Mente
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peruba
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Ta
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang St
Pelayanan Minimal Pendidikan; ,
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor
fentang Pembentukan dan Susunan Per:
Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diuba
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota
Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8
tentang Pembentukan dan Susunan Perang
Kota Gunungsitoli;
Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 58 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Wall Kota Gunungsiteli
Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 39 Tahun 2020
tentang Standar Minimal Bidang Pendidikan Kota
Gunungsitoli;



MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebag:

: Dalam pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan |

: Satuan Pendidikan UPTD SMP NEGERI 5 GUN

: lzin Operasional UPTD SMP NEGERI 5 GUNUNGSITOLL [DANOI

19, Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nom
temtang Susundn dan Tata Kerja Din
Gunungsitoli;

15.  Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 19 Tahun 2023
tentang Perubahan Ketign Atas Peraturan Wali Kota
Gunungsitoli Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Daerah Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan
Kota Gunungsitoli.

MEMUTUSKAN:

! Memberikan lzin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah

Menengah Pertama kepada:

Nama Satuan  : UPTD SMP NEGERI 5 GUNUNGSITOLI
IDANOI

NPSN : 69978717

Alamat . Jl. LOLOZASAI - HETALU

Desa/Kelurahan : TETEHOSI II

Kecamatan : Gunungsitoli Idanoi
Kota ¢ Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara

dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan gram
pendidikan bagi anak berusia 12 (dua belas) tahun sampa
dengan 18 (Delapan Belas) tahun dan atau telah menyeles:

kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau yang sederajat.

Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud

Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indon
Tahun 2022 Tentang Standar Proses pada Pe
Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjan;
Menengah secara bertahap, terencana dan
khususnya dalam memenuhi standar penyelenggaras
Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.

IDANOI Kecamatan Gunungsitoli ldanoi dalam penyeleng
kegiatannya bertanggungjawab dan menyampaikan 1
secara berkala kepada Wali Kota Gunungsitoli melalui
Pendidikan Kota Gunungsitoli. '

Kecamatan Gunungsitoli [danoi ini berlaku selama kegiatan
belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar, dengan
kﬂeﬂmaﬂ bahwa dapat dicabut dan dinyatakan batal apabila
sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan

dasar, dan/atau dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil

evaluasi.






